
87 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti serta hasil dari 

analisis data tentang Urgensi Pelaksanaan Penanganan Hukum Terhadap Anak 

Korban Kekerasan (Studi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan 

dan Anak Kota Blitar) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. UPTD PPA adalah pelaksana teknis pelayanan terpadu yang memiliki tugas 

dalam melakukan penanganan, perlindungan, dan pelaynaan terhadap 

perempuan dan anak korban kekerasan dan diskriminasi engan berlandas 

pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Upaya UPT PPA Kota 

Blitar dalam melakuakn penanganan sekaligus pencegahan terhadap 

kekerasan dan diskriminasi dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat dan  sekolah yang bekerja sama dengan bagian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anan di DP3AP2KB Kota Blitar. Selain itu 

juga dilakukan pembahan jumlah SDM untuk menunjang dan 

memaksimalkan terlaksananya tugas dan pelayanan UPT PPA Kota Blitar 

terhadap Korban.  

2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan oleh 

UPT PPA Kota Blitar memiliki urgensi yang sangat tinggi karena anak 

merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus guna 
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menjamin hak-haknya terpenuhi dan terhindar dari dampak buruk 

kekerasan. UPT PPA sebagai unit pelaksana teknis memiliki peran strategis 

dalam memberikan penanganan hukum yang responsif, pemulihan 

psikologis, serta perlindungan sosial untuk anak korban. Tindakan cepat dan 

tepat dari UPT PPA sangat penting untuk mencegah terjadinya kekerasan 

berulang dan memastikan pemulihan anak secara menyeluruh. Dengan 

demikian, penguatan dan pelaksanaan perlindungan hukum oleh UPT PPA 

Kota Blitar sangat krusial dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan 

mendukung pertumbuhan anak secara optimal. Urgensitas pelaksanaan 

perlindungan hukum terhadap anak korabn kekerasan yang dilakuakn oleh 

UPT PPA Kota Blitar tentunya dilaksanakan melalui Standar Operasional 

Prosedur serta dilaksanakan berlandaskan pada Perpres Nomor 55 Tahun 

2024 tentang UPTD PPA sebagai pedoman pelaksanaan perlindungan. 

Dalam halnya melakukan perlindungan, UPT PPA Kota Blitar membuka 

pengaduan baik secara langsung maupun tidak lansung melalui hotline, 

whatsaap, dan email UPT PPA Kota Blitar dengan melakukan 11 pelayanan. 

UPT PPA Kota Blitar mnyediakan fasilitas berupa layanan hukum, 

psikososial, dan medis dimana layanana ini dilakukan oleh UPT PPA Kota 

Blitar  yang bekerjasama dengan pihak pihak terkait seperti psikolog, 

pengacara atau konsultan hukum, dan tenaga medis.  

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti serta hasil dari 
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analisis data tentang Urgensi Pelaksanaan Penanganan Hukum Terhadap Anak 

Korban Kekerasan (Studi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan 

dan Anak Kota Blitar) terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan masukan 

guna memaksimalkan peaksanaan penanganan terhadap ank koran kekerasan.  

1. Jumlah sumber daya manusia di UPT PPA Kota Blitar perlu ditambah 

dengan tenaga profesional di bidangnya. Upya preventif seperti halnya 

sosialisasi tidak hanya dilakukan dan ditujuan untuk siswa siswi saja, tetapi 

sosialisasi juga harus dilakukan kepada orang tua dan masyarakat agar 

masyarakat semakin tau tentang bahaya kekerasan serta bagaimana cara 

mencegah dan menanganinya. Sekaligus memberikan edukasi kepada 

masyarakat untuk tidak takut melapor kepada UPT PPA dan pihak 

berwajib. 

2. Ploting Anggaran Daerah perlu di perbesar agar pemenuhan layanan dan 

fasilitas berupa sarana dan prasarana dapat terpenuhi sehingga 

perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan dapat terlaksana 

secara maksimal.  
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